BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWES| SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJALI
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2018 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINJAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap Fetunyjuk Teknis
Q dan Petunjuk Operasional Dana Alokas: Khusus dan
Bantuan Keuangan dari Provinsi perlu  melakukan
Perubahan atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 44 Tahun
2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019, dalam
upaya percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyaluran
anggaran transfer ke daerah khususnya Dana Alokasi
Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2019 yang bersumber darn
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. bahwa berdasarkan perumbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor -4 Tahun 2018
tentang Penjabaran Angparan Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019

- Mengingat ! Undimg Undang  Nomo 29 Tahun 1954 tentang
Permmbentuhan Daera oo 1 dil Suliow e tembiaran
Negara Tahun 1959 ivomor 4 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1402y,

2. Undang-Undang Nomor 1.2 Tahun 1985 tentang Pajak Bum
dan Bangunan (Lembaran Nepgara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569y,

3. Undang-Undang  Nomos 28 Tahun 1Y tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesta Nomor 3851);



10.

11.

-

Undang-Undang Nomor 1/ tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negioa Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan lLembaran Negara Repubhik Indonesia
Nomor 4280);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Neparia  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Noor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan  Tanggungjawab  Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daecrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234y,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58), (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nonior 30 vahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20140 Nomor 292, Tambalian Lembaran Nepara Repubhk

Indonesia Nomor 56017,
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
47 Tembahan Lembaran Nepgara Indonesia Nomor 4712);

Peratiran  Pemermtabs oo 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan P Layanan  Uniui (lembaran
Negara  Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan  Lembaran Negoia Republik  Indonesia Nomor
4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4574),

Peraturan Pemerintali Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negura Republik Indunesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576),

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan  Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

ig,ll’}l;a.tmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anpggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 225);

Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Teknis Dana Alokast Khusus Fisik Tahun Anggaran
2019 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 271);

Peraturan  Mentert Dalion Negert Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Penpclolaan Keuangan Dacrah,
sebagammana telah diabah bheberapa kali terakinr - dengan
Peraturan Menteri Dalam wegeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua Peraturan Mentern Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 20006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Nepara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (I3crita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2030), schagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
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Peraturan Daerah Nomor 5 Tuhun 2010 tentanyg, Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembuaran Daerah
Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 7 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daecrah Kabupaten
Sinjai Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Nomor 68);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai
Nomor 45);

Peraturan Daerah Nomor S5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (l.embaran
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belinja Daerah Kabupaten Sinjar Tahun
Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun
2018 Nomor 5, Tambahan lLembaran Daecrah Kabupaten
Sinjai Nomor 5);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjal
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Nomor 129);

Pcraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2018 Nomor 44);

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATE SINJAT NOMOR 44 TAHUN 2018 TEENTANG PIENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BILANJA DAERAH KABUPATEN
SINJAL TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Sinjai Tahun
Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor +44) diubah

sebagai berikut:
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Ketentuan huruf a dan huruf b angka 2 Pasal | diubah, sehingga berbunyvi
sebagai berikut:

Pasid |

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerat Tahvao Anggaran 2019 terdun atas
1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 90.4102.576.458,00
b. Dana Perimbangan Rp. 882.254 710.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah Rp. 150.858.058.800,00
Juimnlah Pendapatan Rp. 1.123.515.945.458,00
2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawali Rp. 473.819.366.719,00
2) Belanja Bunga Rp. 16.000.000.000,00
3) Belanja Hibah Rp. 15.564.000.000,00
4) Belanja Bagi Hasil Kepada Rp. 2.148.716.100,00

Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintah Desa
5) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Rp. 134.035.135.450,00
Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa
6) Belanja Tidak Terduga Rp. 3.000.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 644.567.218.269,00
b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawali Rp. 4.548.464.000,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 328.676.199.700,00
3) Belanja Modal Rp. 370.724.063.489,00

Jumlah Belanja Langsung Rp. 703.948.727.189,00
Jumlah Belanja Daerah Rp. 1.348.515.945.458,00
Surplus / (Defisit) Rp.  (225.000.000.000.00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Rp. 228.000.000.000,00

b. Pengeluaran Rp. 3.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 225.000 000.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00

Ketentuan Lampiran | Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun
Anggaran 2019 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran | yang
merupaksn bagian yang tidak terpisahkan denguan Peraturan Bupati ini.

Ketentuan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, urusan pemerintahan
bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, urusan
pemerintahan bidang Pariwisata dan Kebudayaan dan urusan pemerintahan
bidang Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral dalam
Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran
2019 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupat ini.
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Pasal Il
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

_==Diletapkan di Sinjai
,""'Q,_ggaﬂi@a“l‘_;lnggal 16 Mel 2019
S

Diundangkan di Sinjai
anggal 16 Mel 2019

@, ARIS DAERAH KABUPATEN SINJAL

MfTA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2019 NOMOR 18



